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ABSTRACT

Purpose: This study aims to formulate a contextual and practical concept of Good
Mosque Governance (GMG) to improve mosque management quality and support
the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in
institutional governance, economic empowerment, and community participation.
Design/Methodology/Approach: The study employs a qualitative approach using
action research at An Najah Mosque, Giling Village, Semarang Regency. Data
were collected through in-depth interviews, participatory observation, document
analysis, and Focus Group Discussions (FGD). Data analysis was conducted
thematically following five action research stages: diagnosing, action planning,
action taking, evaluating, and learning.

Findings: The results indicate that the implementation of GMG has the potential
to support the achievement of SDG 1 (poverty alleviation), SDG 3 (public health),
SDG 4 (quality education), SDG 8 (economic empowerment), SDG 10 (reduced
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Tujuan: Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep Good Mosque Governance
(GMG) yang kontekstual dan aplikatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan

masjid serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),
khususnya dalam aspek kelembagaan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi
masyarakat.

Desain/Metodologi/Pendekatan: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode action research di Masjid An Najah, Desa Giling, Kabupaten
Semarang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif,
studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan
secara tematik melalui lima tahap action research: diagnosing, action planning,
action taking, evaluating, dan learning.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GMG berpotensi
mendukung pencapaian SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 3 (keschatan
masyarakat), SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 8 (pemberdayaan ekonomi),
SDG 10 (pengurangan kesenjangan), dan SDG 16 (penguatan kelembagaan).
Implikasi: Konsep ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi pengelola masjid
serta kontribusi teoretis bagi pengembangan tata kelola masjid yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Good Mosque Governance; Tata Kelola Masjid; SDGs

PENDAHULUAN

Masjid merupakan institusi keagamaan yang memainkan peran sentral dalam
kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat
kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat (Ahmad, Arsad, Said, Hassan, &
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Shahabuddin, 2020; Ekaviana, Ramadhani, & Mulawarman, 2019; Ekaviana, Triyuwono, &
Djamhuri, 2021; Pahlevi, 2023). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, masjid
memiliki potensi untuk mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs) melalui
pemberdayaan ekonomi, penguatan pendidikan keagamaan, dan layanan sosial (Afriyanti,
2024; Jamail, Samsudin, Rasdi, Sabil, & Yola, 2023; Pamungkas, Darsono, Supriyadi, &
Padmaningrum, 2025). Namun dalam praktiknya, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan
secara optimal karena praktik pengelolaan masjid umumnya masih bersifat tradisional, tidak
terdokumentasi dengan baik, dan minim penerapan prinsip tata kelola yang professional
(Pahlevi, Warsono, & Setiyono, 2025; Tufani, Warsono, Suandi, & Muhammad, 2024) .
Berbagai masalah sering muncul, antara lain rendahnya transparansi pelaporan keuangan,
lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF),
terbatasnya partisipasi jamaah dalam pengambilan keputusan, hingga belum adanya sistem
kaderisasi dan perencanaan kelembagaan jangka panjang (Fauzan, Zakaria, & Siregar, 2024).
Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan konsep tata kelola
masjid yang terukur, dapat diaplikasikan, serta sesuai dengan konteks lokal.

Penerapan good governance dalam pengelolaan masjid merupakan aspek krusial
untuk memastikan masjid mampu menjalankan berbagai perannya secara optimal (Bamber-
Zryd, 2022; Khabibah, Agriyanto, & Farida, 2021; Widiastuti et al., 2022). Good governance
sendiri mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang menekankan transparansi dalam
pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi aktif
pemangku kepentingan, efektivitas dalam pelaksanaan program, serta kepatuhan terhadap
regulasi dan etika yang berlaku. Sebagai organisasi keagamaan yang khas, masjid memiliki
karakteristik tersendiri dalam kepemimpinan, pengelolaan keuangan, serta pola interaksi
dengan jamaah yang sebagian besar bersifat sukarela (Adha et al., 2015; Kashi, Laallam,
Mansour Nomran, Azmi Abumughli, & Al-Binali, 2024). Oleh karena itu, penerapan good
governance dalam pengelolaan masjid harus disesuaikan dengan karakteristik keorganisasian
masjid.

Berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya good governance dalam organisasi
keagamaan, termasuk masjid, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi keuangan,
serta optimalisasi peran sosial dan ekonomi. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek
administratif dan finansial seperti sistem akuntabilitas keuangan, manajemen aset, serta
transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Fahmi,
2022; Istan, 2022; Mohamed, Mustafa, Yusuf, & Rozzani, 2023; Setiawan, 2024; Syahnan,
Syam, & Siregar, 2022; Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, 2021). Kajian tersebut
menekankan pentingnya standar tata kelola yang baik guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas operasional masjid. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya belum
mempertimbangkan kompleksitas peran dan fungsi masjid. Sebagian besar studi good
governance dalam organisasi keagamaan cenderung mengadopsi pendekatan normatif dan
deskriptif tanpa mengembangkan model yang aplikatif dan kontekstual bagi masjid. Belum
ada kajian yang secara khusus merumuskan konsep Good Governance yang tidak hanya
berbasis prinsip tata kelola yang baik, namun juga spesifik dan kontekstual bagi masjid sesuai
karakteristik dan kondisi sosialnya.

Penelitian ini berfokus pada Masjid An Najah yang terletak di Desa Giling,
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan jumlah jamaah yang cukup
besar dan beragam program keagamaan serta sosial yang telah berjalan, masjid ini memiliki
potensi besar untuk menjadi model pemberdayaan berbasis komunitas. Namun, pengelolaan
Masjid An Najah masih menghadapi tantangan signifikan dalam berbagai aspek, terutama
dalam manajemen keuangan, efektivitas program sosial, serta partisipasi jamaah dalam
pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan permasalahan yang juga dialami oleh
banyak masjid lainnya yang belum menerapkan prinsip good governance secara optimal
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(Widiastuti et al., 2022). Oleh karena itu, Masjid An Najah dipilih sebagai objek penelitian
untuk mengembangkan model tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan partisipatif,
yang diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masjid ini sendiri tetapi juga dapat
menjadi referensi bagi masjid-masjid lain dalam meningkatkan efektivitas pengelolaannya
dan memperkuat perannya dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA
Good Mosque Governance

Konsep Good Mosque Governance mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola masjid
yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bertanggung jawab, sehingga masjid tidak hanya
menjadi pusat ibadah, tetapi juga institusi yang efektif dalam pengelolaan sumber daya dan
pemberdayaan masyarakat. Menurut Hasan (2019), GMG menekankan pentingnya
transparansi  dalam  pengelolaan  dana, sehingga setiap pengeluaran  dapat
dipertanggungjawabkan secara jelas kepada jamaah dan pemangku kepentingan. Sementara
itu, menurut Rahman dan Ahmad (2020), akuntabilitas dalam GMG menuntut adanya sistem
pencatatan dan pelaporan yang rapi serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pengurus
masjid dapat dipertanggungjawabkan atas setiap keputusan dan kegiatan yang dilakukan.
Beylefeld (2010) menambahkan bahwa partisipasi aktif jamaah dan masyarakat merupakan
salah satu pilar GMG, karena keterlibatan komunitas akan memperkuat legitimasi dan
keberlanjutan program-program masjid. Selain itu, Schuiling dan Vermaak (2017)
menekankan bahwa penerapan prinsip good governance dalam konteks masjid harus selaras
dengan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk kontribusi terhadap
pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian,
GMG bukan sekadar mematuhi aturan administratif, tetapi juga menciptakan budaya
organisasi yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada manfaat sosial bagi
masyarakat sekitar.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang dicanangkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 untuk mencapai pembangunan
yang berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas,
kesehatan, kesetaraan gender, penguatan kelembagaan, serta pembangunan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan (United Nations, 2015). Tujuan ini menekankan perlunya
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk mencapai
dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Dalam konteks masjid pedesaan, peran institusi keagamaan tidak hanya sebagai
tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan komunitas yang potensial untuk
mendukung pencapaian SDGs. Masjid dapat menjadi agen SDGs melalui berbagai program,
seperti pendidikan masyarakat, kegiatan ekonomi berbasis masjid, layanan kesehatan, dan
pemberdayaan sosial bagi warga desa. Namun, agar masjid dapat berfungsi secara optimal
sebagai agen pembangunan berkelanjutan, diperlukan kerangka tata kelola yang baik atau
Good Mosque Governance (GMG).

Kerangka GMG akan memastikan pengelolaan masjid berjalan secara transparan,
akuntabel, dan partisipatif, sehingga setiap program yang dijalankan dapat selaras dengan
tujuan SDGs. Misalnya, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana masjid
memungkinkan masyarakat untuk mempercayai setiap kegiatan pemberdayaan ekonomi,
pendidikan, atau kesehatan yang dijalankan. Partisipasi jamaah dan komunitas desa dalam
pengambilan keputusan semakin memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program. Dengan
demikian, penelitian berjudul “Masjid Pedesaan sebagai Agen SDGs: Mengembangkan
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Kerangka Good Mosque Governance” bertujuan untuk merumuskan konsep tata kelola
masjid yang efektif agar masjid pedesaan dapat berperan aktif dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode action research,
yang memungkinkan peneliti bekerja secara partisipatif bersama pemangku kepentingan
untuk merumuskan konsep Good Mosque Governance (GMG) yang kontekstual dan aplikatif
(Beylefeld, 2010; Schuiling & Vermaak, 2017). Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan
tindakan dan refleksi untuk menyelaraskan teori dengan praktik, sekaligus memberikan solusi
konkret bagi permasalahan tata kelola masjid.

Penelitian difokuskan pada pengelolaan Masjid An Najah di Desa Giling, Kabupaten
Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan jamaah,
observasi partisipatif, Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi dan praktisi, serta
studi dokumentasi laporan keuangan dan dokumen administratif masjid. Data dianalisis
secara tematik melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan refleksi terhadap
efektivitas penerapan GMG.

Proses action research (Hasan, 2009) dilakukan melalui lima tahapan utama:

1. Diagnosing — mengidentifikasi masalah dalam transparansi, partisipasi jamaah, dan
efektivitas program masjid.
2. Action Planning — merumuskan konsep GMG berbasis prinsip good governance dan

SDGs.

3. Action Taking — mengimplementasikan konsep melalui pelatihan pengurus,
optimalisasi pencatatan keuangan, dan program pemberdayaan masyarakat.

4. Evaluating — menilai efektivitas penerapan GMG melalui FGD dan observasi.

5. Learning — refleksi pengalaman dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk

menyempurnakan tata kelola masjid (Lee-Post, 2009; Hasan, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perumusan Konsep Good Mosque Governance (GMG)

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara
mendalam, dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku
kepentingan termasuk pengurus masjid dan tokoh masyarakat, penelitian ini berhasil
merumuskan konsep awal Good Mosque Governance (GMG) sebagai kerangka normatif dan
aplikatif dalam meningkatkan kualitas tata kelola masjid. Konsep ini berangkat dari
kebutuhan akan sistem pengelolaan masjid yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan
keagamaan rutin, tetapi juga mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam kerangka GMG, dirumuskan lima
pilar utama yang saling terhubung dan menjadi fondasi dalam membangun tata kelola masjid
yang modern, partisipatif, dan berbasis nilai keislaman.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Good Mosque
Governance (GMGQG) yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan publik
terhadap pengelolaan masjid. Keterbukaan informasi menjadi aspek esensial, khususnya
dalam pengelolaan keuangan, kegiatan operasional, serta pelaksanaan program sosial dan
keagamaan. Transparansi yang baik diwujudkan melalui penyediaan akses informasi secara
rutin dan terbuka. Misalnya, laporan keuangan dapat diumumkan secara berkala melalui
papan pengumuman di lingkungan masjid, dibagikan melalui grup media sosial resmi, atau
disampaikan secara langsung dalam forum musyawarah jamaah. Selain itu, informasi
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kegiatan rutin maupun insidental juga perlu dikomunikasikan secara sistematis agar jamaah
merasa dilibatkan dan dihargai sebagai pemangku kepentingan utama.

Dalam praktik di Masjid An Najah, Desa Giling, aspek ini masih menjadi tantangan.
Hasil wawancara dengan bendahara menunjukkan bahwa laporan keuangan belum disusun
secara rutin dan hanya dibuat apabila pengurus memiliki waktu luang. Kondisi ini
menunjukkan pentingnya membangun sistem pelaporan yang terjadwal dan terdokumentasi
dengan baik. Dengan transparansi yang tinggi, masjid tidak hanya menghindari persepsi
negatif atau kecurigaan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap setiap kebijakan
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus. Transparansi menjadi instrumen strategis
untuk mendorong partisipasi, akuntabilitas, serta perencanaan yang lebih inklusif dan
responsif terhadap kebutuhan jamaah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pilar krusial dalam mewujudkan tata kelola masjid yang
dapat dipercaya, berintegritas, dan profesional. Pilar ini menekankan pentingnya pengurus
untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya
masjid kepada jamaah dan masyarakat luas. Implementasi akuntabilitas diwujudkan melalui
beberapa mekanisme kunci, antara lain dokumentasi program dan kegiatan, penyusunan
laporan pertanggungjawaban secara periodik, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap
pencapaian program. Secara khusus, pengelolaan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan
wakaf) harus dikelola dengan prinsip transparan, profesional, dan sesuai tujuan kemaslahatan
umat. Pengurus perlu menyusun laporan penggunaan dana secara rinci dan
menyampaikannya kepada jamaah sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif.

Di Masjid An Najah, kelemahan dalam pelaporan kegiatan secara tertulis
menunjukkan bahwa akuntabilitas belum terbangun secara sistematis. Seperti diungkapkan
oleh Ketua Takmir, pelaporan kegiatan cenderung dilakukan secara lisan dalam forum
terbatas tanpa dokumentasi tertulis yang memadai. Ketidakhadiran sistem evaluasi program
dan laporan tertulis ini dapat memunculkan ketidakpastian serta memperbesar celah konflik
dalam internal kepengurusan maupun antara pengurus dan jamaah. Untuk itu, penguatan
sistem akuntabilitas melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), audit internal,
serta pelibatan jamaah dalam proses evaluasi menjadi kebutuhan mendesak. Akuntabilitas
yang terjaga akan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas masjid sejalan dengan nilai-nilai
Islam, kebutuhan umat, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Partisipasi Jamaah

Partisipasi jamaah merupakan elemen vital dalam mewujudkan tata kelola masjid
yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Pilar ini menekankan pentingnya pelibatan aktif
jamaah dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi program masjid. Keterlibatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi aspirasi
masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap masjid
sebagai pusat kehidupan spiritual dan sosial.

Minimnya partisipasi jamaah dapat mengakibatkan ketimpangan informasi, lemahnya
dukungan terhadap program, dan menurunnya kepercayaan terhadap pengurus. Dalam
konteks Masjid An Najah, ditemukan bahwa belum tersedia forum resmi atau sistem aspiratif
yang memfasilitasi saran dan masukan dari jamaah. Seorang jamaah menyatakan bahwa
keinginan untuk menyampaikan ide atau kritik sering tidak tersalurkan karena tidak ada
wadah formal yang disiapkan. Untuk itu, masjid perlu mengembangkan mekanisme
partisipatif seperti forum jamaah rutin, survei kebutuhan komunitas, musyawarah terbuka,
atau pelibatan sukarelawan dalam program kegiatan. Melalui pendekatan ini, masjid bukan
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hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mengedepankan
musyawarah, kebersamaan, dan kolaborasi antarwarga. Partisipasi jamaah yang luas akan
memperkuat legitimasi program, meningkatkan efektivitas implementasi, dan membangun
solidaritas sosial yang lebih kokoh di tingkat komunitas.

Efektivitas Program

Efektivitas program merujuk pada sejauh mana kegiatan masjid mampu memberikan
dampak nyata yang sesuai dengan kebutuhan jamaah dan masyarakat sekitar. Pilar ini
menekankan pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan (needs-based planning),
pengelolaan kegiatan secara profesional, serta evaluasi rutin terhadap hasil dan manfaat dari
program yang dijalankan. Di lapangan, Masjid An Najah telah menjalankan berbagai
kegiatan keagamaan dan sosial, namun pelaksanaannya masih belum terarah dan belum
terintegrasi dengan baik dalam kerangka tujuan jangka panjang. Misalnya, kegiatan santunan
anak yatim dilakukan secara insidental, tergantung pada ketersediaan dana, tanpa
perencanaan yang konsisten. Hal ini mencerminkan perlunya desain program yang
terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

Masjid perlu menetapkan prioritas program berdasarkan pemetaan kebutuhan jamaah
serta sumber daya yang tersedia. Inisiatif seperti pelattihan UMKM, edukasi keuangan,
beasiswa, pelatihan parenting Islami, hingga penyuluhan kesehatan berbasis masjid dapat
menjadi langkah strategis untuk memperluas fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan
masyarakat. Evaluasi berkala melalui indikator keberhasilan yang terukur juga penting agar
pengurus dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dan memastikan bahwa program yang
dijalankan benar-benar memberi manfaat signifikan bagi umat.

Keberlanjutan Kelembagaan

Pilar keberlanjutan kelembagaan berfokus pada penguatan fondasi institusional masjid
agar tetap adaptif, relevan, dan produktif dalam jangka panjang. Masjid tidak hanya
membutuhkan kepengurusan yang aktif saat ini, tetapi juga sistem kaderisasi, dokumentasi
kelembagaan, dan perencanaan regenerasi agar kesinambungan peran dan fungsi masjid tetap
terjaga. Di Masjid An Najah ditemukan bahwa regenerasi kepengurusan belum menjadi
perhatian utama. Masa jabatan takmir telah habis, namun belum dilakukan musyawarah
pemilihan ulang. Selain itu, kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan masjid
menandakan lemahnya sistem kaderisasi. Hal ini berpotensi melemahkan struktur organisasi
dalam jangka panjang.

Untuk menjawab tantangan ini, masjid perlu menyusun sistem organisasi yang tertata
dengan baik, termasuk pembagian tugas yang jelas, pendokumentasian SOP (standar
operasional prosedur), serta jadwal musyawarah pemilihan takmir yang konsisten.
Keterlibatan generasi muda dapat ditingkatkan melalui pelibatan mereka dalam bidang-
bidang yang sesuai minatnya seperti media digital, dakwah kreatif, atau kewirausahaan sosial.
Dengan demikian, keberlanjutan kelembagaan masjid tidak hanya terjaga secara struktural,
tetapi juga mengalami pembaruan nilai, pendekatan, dan inovasi yang relevan dengan
kebutuhan zaman.

Dengan membangun dan menerapkan kelima pilar Good Mosque Governance (GMGQG)
secara terpadu yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi jamaah, efektivitas program, dan
keberlanjutan kelembagaan, masjid tidak hanya akan menjalankan fungsinya sebagai pusat
spiritual umat Islam, tetapi juga bertransformasi menjadi institusi sosial yang responsif,
inklusif, dan berdaya guna. Masjid yang dikelola secara profesional dan partisipatif akan
mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat, serta merespons berbagai
kebutuhan umat secara komprehensif, mulai dari aspek keagamaan hingga kesejahteraan
sosial-ekonomi.
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Implementasi kelima pilar GMG juga berkontribusi dalam memperkuat kohesi sosial,
meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya tata kelola masjid yang
transparan dan akuntabel. Dengan keterlibatan aktif jamaah dalam pengambilan keputusan
dan pengawasan program, masjid menjadi ruang sosial yang demokratis dan terbuka, yang
memfasilitasi aspirasi dan partisipasi masyarakat secara setara. Keberadaan program-program
yang efektif dan terarah menjadikan masjid bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat
pemberdayaan umat yang mampu menjangkau kelompok rentan, mendukung ekonomi mikro,
serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan.

PEMBAHASAN
Kerangka Good Mosque Governance dan SDGs

Rumusan Good Mosque Governance (GMG) ini merupakan bentuk perluasan dan
adaptasi dari prinsip-prinsip good governance yang selama ini lebih banyak diterapkan di
sektor publik dan korporasi. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
efektivitas, dan keberlanjutan diadopsi dan disesuaikan agar relevan dengan karakteristik
masjid sebagai lembaga keagamaan yang berbasis nilai-nilai spiritual, sosial, dan komunitas.
Dalam konteks ini, GMG tidak sekadar menjadi kerangka normatif, tetapi juga menjadi
pendekatan praktis yang mampu mengintegrasikan fungsi ibadah dengan peran sosial masjid
dalam membangun masyarakat. Implementasi GMG memberikan ruang bagi pengurus dan
jamaah untuk menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan,
sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan efektivitas pelayanan
publik dan penguatan lembaga akar rumput.

Secara khusus, penerapan kelima pilar GMG yang terdiri dari transparansi,
akuntabilitas, partisipasi jamaah, efektivitas program, dan keberlanjutan kelembagaan
diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masjid agar mampu menjawab
tantangan zaman dan kebutuhan umat secara lebih komprehensif. Hal ini selaras dengan
tujuan Sustainable Development Goal (SDG) 16, yakni “membangun institusi yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.” Melalui penguatan tata kelola yang baik, masjid
tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pusat sosial yang memberikan pelayanan yang
adil dan berkualitas kepada komunitasnya.

Lebih jauh, jika GMG diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan,
konsep ini memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian beberapa target SDGs
lainnya secara simultan dan lintas sektor. Pertama, SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dapat dicapai
melalui optimalisasi pengelolaan ZISWAF yang diarahkan untuk program-program
pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan mikro syariah atau pelatihan kewirausahaan
berbasis komunitas. Kedua, SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dapat didukung melalui
penyelenggaraan kegiatan pendidikan nonformal seperti pelatihan keterampilan, literasi
keuangan, dan pendidikan keagamaan untuk anak-anak dan remaja. Ketiga, SDG 8
(Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) berpotensi tercapai ketika masjid mulai
berperan sebagai pusat ekonomi mikro, misalnya dengan menyediakan ruang usaha, koperasi
jamaah, atau pelatihan kerja. Keempat, SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) dapat
diwujudkan dengan memastikan akses program sosial secara merata bagi seluruh kalangan
masyarakat tanpa diskriminasi. Kelima, SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dapat
didukung apabila masjid turut mengembangkan layanan kesehatan dasar berbasis komunitas,
seperti pos kesehatan, penyuluhan gizi, atau pelayanan kesehatan berbasis solidaritas umat.

Dengan demikian, GMG tidak hanya menjawab kebutuhan perbaikan tata kelola
internal masjid, tetapi juga menawarkan kontribusi strategis terhadap agenda pembangunan
berkelanjutan. Masjid yang dikelola secara baik dan modern memiliki potensi besar sebagai
agen transformasi sosial berbasis nilai Islam, yang tidak hanya menguatkan fondasi spiritual
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umat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat
komunitas.
Gambar 1. Kerangka Good Mosque Governance dan SDGs

GOOD MOSQUE GOVERNANCE (GMG)

L

) - - Partisipasi Efektifitas Keberlanjutan
Transparansi Akuntabilitas Jamaah Program Kelembagaan
[ I | | |
SDG 16 SDG 16 SDG 10, 16 SDG 1,4, 8 SDG 16

GOOD MOSQUE GOVERNANCE (GMG)

Operasionalisasi Dimensi Good Mosque Governance (GMG) dan Keterkaitannya dengan
SDGs

Untuk menjadikan kerangka Good Mosque Governance (GMG) lebih aplikatif,
penelitian ini menurunkan setiap dimensi ke dalam indikator terukur serta memetakannya
pada target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini dimaksudkan agar
pengelolaan masjid dapat dinilai secara sistematis, terukur, dan relevan dengan agenda
pembangunan global.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, dan Target SDGs

Aktivitas Masjid Indikator GMG Target SDGs Output/Outcome
Publikasi laporan keuangan Transparansi — laporan SDG 16.6 (Institusi Jamaah percaya,
triwulan di papan keuangan triwulan  efektif & tingkat partisipasi
pengumuman & media sosial dipublikasikan transparan) donasi meningkat
Audit internal tahunan Akuntabilitas — audit SDG 16.6 Tata kelola akuntabel,

tahunan potensi fraud menurun
Forum musyawarah jamaah Partisipasi — inklusi SDG 5.5 Suara jamaah lebih
dengan keterwakilan >30% gender & generasi (Partisipasi representatif
perempuan & pemuda perempuan), SDG
10.2 (Inklusi sosial)
Program pelattihan UMKM Efektivitas & Efisiensi SDG 4.4 (Pelattihan UMKM tumbuh,
& keterampilan — kegiatan berbasis keterampilan), ekonomi jamaah
kebutuhan SDG 8.3 (Pekerjaan meningkat
produktif)
Penyusunan SOP Keberlanjutan SDG 16.6 Struktur organisasi
pengelolaan aset masjid Kelembagaan — SOP tertata
kelembagaan
Penyusunan kode etik & Kepatuhan Syariah & SDG 16.5 (Kurangi Integritas pengurus
conflict of interest policy Hukum korupsi) meningkat

Pemetaan GMG terhadap SDGs menunjukkan keterkaitan yang jelas di level target
dan indikator. Misalnya, dimensi efektivitas program masjid dapat mendukung SDG 4.4
melalui peningkatan keterampilan jamaah dengan indikator jumlah peserta pelatihan setiap
tahun. Pada aspek pemberdayaan ekonomi, masjid berkontribusi pada SDG 8.3 dengan
indikator jumlah UMKM binaan yang tumbuh melalui program pelatithan dan dukungan
modal. Dari sisi inklusivitas, pengelolaan masjid yang menyediakan ruang publik aman dan
terbuka bagi perempuan serta anak secara langsung mendukung SDG 11.7, dengan indikator
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proporsi keterwakilan perempuan dan pemuda dalam forum musyawarah. Selain itu,
penyusunan kode etik dan mekanisme audit internal berfungsi sebagai upaya pengurangan
potensi korupsi yang selaras dengan SDG 16.5, ditunjukkan melalui indikator laporan audit
tahunan. Lebih jauh, publikasi laporan keuangan rutin dan penyusunan SOP kelembagaan
mencerminkan kontribusi masjid terhadap SDG 16.6, yang menekankan pentingnya institusi
yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, operasionalisasi GMG tidak hanya
memperkuat tata kelola masjid, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian
target-target SDGs secara terukur.

Untuk memperkuat relevansi konseptual dengan bukti empiris, penelitian ini tidak
hanya menyajikan kerangka operasionalisasi GMG dan pemetaan terhadap SDGs, tetapi juga
melakukan uji coba awal melalui penilaian berbasis indeks. Pilot ini dilakukan di Masjid An
Najah guna memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana dimensi-dimensi GMG telah
diimplementasikan dibandingkan dengan standar ideal yang diharapkan. Penilaian ini
disajikan dalam bentuk skor per dimensi yang mencerminkan kondisi aktual, target ideal,
serta gap yang masih perlu ditutup melalui perbaikan tata kelola.

Tabel 2. Penilaian Dimensi GMG

Dimensi GMG Skor Aktual (1-5) Target Ideal (1-5)
Transparansi 65 80
Akuntabilitas 60 80
Partisipasi 55 80
Efektivitas & Efisiensi 60 80
Keberlanjutan Kelembagaan 50 80

Gambar 2. Evaluasi Pilot Good Mosque Governance
Radar Chart Indeks GMG - Pilot Masjid An Najz! Skor Aktual

untabilitas Target Ideal

100

Transparansi

Efektivitas &

an Kelembagaan

Hasil evaluasi pilot Good Mosque Governance (GMG) di Masjid An Najah
menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi aktual dan target ideal pada
seluruh dimensi tata kelola. Dimensi transparansi memperoleh skor 65 dari target 80,
mengindikasikan adanya keterbukaan informasi dasar namun belum konsisten dalam
publikasi laporan keuangan maupun akses data donasi. Akuntabilitas tercatat pada skor 60,
yang mencerminkan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban akibat ketiadaan audit formal
dan sistem monitoring yang terukur. Partisipasi jamaah menjadi aspek paling tertinggal
dengan skor 55, menandakan rendahnya keterlibatan kelompok perempuan dan pemuda
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dalam proses musyawarah serta pengambilan keputusan strategis. Dimensi efektivitas dan
efisiensi program memperoleh skor 60, menunjukkan bahwa kegiatan berjalan tetapi masih
minim evaluasi kinerja berbasis indikator output dan outcome. Sementara itu, keberlanjutan
kelembagaan berada pada skor 50, yang menyoroti ketiadaan SOP pengelolaan aset, sistem
regenerasi kepengurusan, serta strategi jangka panjang kelembagaan. Visualisasi spider chart
menegaskan gap terbesar pada dimensi partisipasi dan keberlanjutan kelembagaan, sehingga
kedua aspek tersebut menjadi prioritas intervensi. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun
masjid telah menjalankan fungsi keagamaan dan sosial, penguatan tata kelola berbasis GMG
tetap diperlukan untuk meningkatkan legitimasi, efektivitas, serta kontribusi nyata masjid
dalam mendukung target-target SDGs, khususnya SDG 4, 8, 10, dan 16.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan kerangka Good Mosque Governance (GMG) dengan lima
pilar utama, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi jamaah, efektivitas program, dan
keberlanjutan kelembagaan, serta indikator awal untuk mengukur implementasinya.
Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan kerangka GMG yang kontekstual bagi
masjid dan dapat menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola lembaga keagamaan berbasis
komunitas. Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi kebijakan bagi Kementerian
Agama, BAZNAS/LAZ, Badan Wakaf Indonesia, dan pemerintah daerah dalam merancang
regulasi, panduan teknis, serta mekanisme pengawasan yang mendorong tata kelola masjid
lebih profesional, transparan, dan partisipatif. Implementasi awal di Masjid An Najah
menunjukkan pergeseran budaya kelembagaan ke arah yang lebih terbuka dan inklusif,
sehingga dapat memperkuat peran masjid sebagai agen pembangunan yang relevan dengan
SDG 1, 3, 4, 8, 10, dan 16. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan: ruang lingkup
implementasi terbatas pada satu masjid pedesaan, potensi bias literatur, serta belum adanya
pengujian lintas wilayah. Untuk itu, agenda riset selanjutnya perlu diarahkan pada pengujian
GMG di berbagai provinsi, menggunakan pendekatan before—after implementation untuk
menilai efektivitas kerangka dan menyempurnakan indikator kinerja kuantitatif tata kelola
masjid.
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